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PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 3{ TAHUN 2012

TENTAN{s

PENJABARAN TUGAS PORKOR DAN FIUNGSI
KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN, DAN DOKITMENTASI

DENGAN RAHMAT TUHIAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Merumbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuaon Pasal 49 Peraturan
Dacrah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 15 Tabun 2{112, perlu menctapkan
Peraturan Walikota tentang Penjatfaran Tugas Pokaok dan Fungsi
Kantor Arsip, Perpustalkaan, dan Dekumentasi,

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Limgkungan Daerah
Propinisi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1856
Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor & Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawalian |[Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 58§,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana
leiah diubah dengan Undanp-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890},

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemenntahan Dagrah (Lembaran Negara Tahon 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali teraklur denpan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor oY, Tambahan Lembaran Negara Nomor
41844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang
Peranbentukan Perawuran Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomeor 5234);

5. Peraturan Pemernnlah MNomor 17 Tahun 1480 tentang
Perubahan Balas Wilavah Kotamadya Dacrah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Taliun 1980 Nomor 25, Tambahan
Lembearan Negeara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerntah MNomor 9 Tahuoun 2003 tentang
Wewenang Penganghkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
FPegawai Negeri Bipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomer
15, Tamhahan Lembaran Negara Nomor 4263} sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009 (Lembaran NMegara Tahun 2009 Nomor 164y,



7. Peraturan Pemcerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah [(Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4578,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 22007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara DPemerintah,
Pemenntahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupsaten fKota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Talun 2007 tentang
Organisasi Perangkal Daerah (Lembaran Negara Tuhun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Peranghkat
Daerah sebapaimana lelah dinbah dengpan Peraturan Menten

Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

11. Keputusan EBersama Menteri Peondayagunaan Aparatur
Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor
01/SKB/M PAN/4 /2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentung
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun
2003 Tentang Pedoman Orgamsasi Perangkat Daerahh Dan
Peraturan Pemerintah Nomor © Tahun 2003 Tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Femberhentian
Pegawail Neperi Sipil;

12. Peraturan Daerah Kota Padang Nemor (4 Tahon 2008

tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang [Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 09);

13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga
Teknis Daerah {{lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008
Nomeor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15),
sebapaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Padang Nomer 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota
Padang Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Nomar 55].

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIHKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN

DOEKUMENTASI.
BAE 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Dacrah adalah Kota Pedang;
2. Walikota adalah Walikota Pading;

3. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi adalah Kantor Arsip
Perpustakaan dan Dokumentas: Kota Padang;

4. Kcpala Kantor adalah Kepala Kanior Arsip, Perpustakaan dan Dekumentasi
Kota Padang;

5. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Arsip,
Perpustakaan dan Dokummentasi; |
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Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Arsip, Perpusiakaan dan
Dokumentasi;

Arsip adalah Naskah-Nasksah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-Lembaga
Negara dan Badan-Badan Pemerintahan, Swasta, atau Peroranigan dalam
bentuk dan coral apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok
dalam rangka pelaksannan kehidupan kebangsaan:

Arsip Thnamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam
perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada
umumnya atau dipergunalkan  secara langsung dalam  penyelenggaraan
Administrasi Negara;

Arsip Dinamis Aktif adalah arsip dinamis yang secara langsung dan terus
menerus diperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi.

Arsip Dinamis In Aktif yang frelewensi penggunaannya untuk penvelenggaraan
administrasi sudah menurun.

Arsip Statis adalah arsip yang bidak dipergunaokan secara  langsung untuk
perencanaan, penyeclenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya
maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari Administrasi Negara.

Aluisisi Arsip adalah proses perluasan khsanah arsip pemerintahan Kota
Padang dengan cara menenmia arsip bernidai puna pertanggungjawahban
nasional ataut arstp statis dari lembaga-lembaga Negara dan badan
pemenntah,swasta,dan  perseorangan sesuai dengan  ketenluan-ketentuan
perundang-undangan vang beriaku;

. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip vang didasarkan pada kegunaannya bagi

kepentingan pengguna arsip.

Retensi Arsip adalah penentuan jangka waktu simpan suatu arsip/dokumen
alas dasar nila kegunaan yang terkandung dalam tiap-tiap berkas.

Jadwal Ketensi Arsip adalah daftar yanp berisi tentang jangka waktu
penyvimpanan arsip vang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan arsip.

. Penynsutan Arsip adalah keglatan pengurangan arsip dengan cera

memindahkan arsip in aktif dari unit pengelah ke unit kearsipan di lingkungan
mstansi dan menyerahkan arsip statis dari lembaga lainnya ke lembaga
kearsipan propinsi atau Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pemusnahan Arsip adalah tindakan atau kegiatan menghancurkan secara fisik
arsip vang sudah berakhir fungsinva dan tidak memifiki nilai guna.

. Arsip Media Baru adalah arsip yvang 1s1 informasmya dan bentuk fisiknya

dirckam dalam bentuk elektronik dengan mengpunakan peralatan khusus.

Daftar Pertelaan Arsip adalah suatu daftar yang berisikan jenis arsip yang
digunakan sebapal sarana penyustitan arsip.

Alih Media adalah kegiatan memindahkan informasi arsip dari media kertas
ked:alam media lainnya yang menghemat tempat dan lenags.

. Kelompok Arsiparis adalah tenaga-ltenaga kearsipan yang merupakan jabatan

funpsional dan propesional di bidang kearsipan.

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karva tulis, karya cetak,
dan/atau karva rekam secara professional dengan system yang baku guna
memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelesiadan, informasi, dan
rekreasi para pustakawan.

BAB Ii
SUSIINAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi, terdiri dari :

.
Lr b'r

kepala kKantor,
Sub Bagian Tata Usaha;
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Seksi-seks, terdin dan

1. Scksi Arsip dan Dokumentasi;
2. Beksl Perpustakaan;

3. Seksi Pembinaan.

BAE III
PERJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Kantor
Fasal 3

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan
urusan Kanrtor Arsip, Perpustakaen dan Dcokumentas: serte tugas pembantu
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya
hasil kerja herkualilas, berakhlak mulia dengan sistem vang kondusid.
Penjabaran tugas pokok Kepala Kantor scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
adalah :

a. menyusun kebijakan teknia hideng areip, perpustakaan dan dalaimentasi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya
sistem vang berkuahtas melalu sislern yang kandusil.

b. merumuskan program kerja dan sasaran strategis bidang arsip,
perpustakaan dan dokumentasi berdasarkan ketentuan peraturan
pecrundang-undangan untiik pencapaian sistem vang berkualitas, berhasil
dan berdaya guna,

c. melakukan koordinasi program kerja Kanter Arsip, Perpustakaan dan
Dokumentasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar
penyelenpgaraan wrusan kantor dapat terukur secara tepat dan optimal;

d. mengendalikan penyelenggaraan urusan kantor denguan para slakehaolder
terkait herdasarkan ketentuan peraturan perandang-undangan agar
ferenyjudnya sinkronisasi kebijaukan dengan batk;

¢. membina urusan arsip, perpustakaan dan dolumentas: dan  tugas
pembantuan meliputi manajemen, penclitian dan pengembangan,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya
pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;

f. mengevaluasi penyelengparaan urusan — arsip, perpustakaan dan
dolkumentasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan
sebagal bentuk upaya menjaga mutu dan kinerja vang optimal;

g. melaporkan penyelenggaraan urusan arsip, perpustakaan dan dokcumentasi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pencapaian hasil pelaksanaan
tugas dapat lebih efisten dan efelcti;

h. pengpuna anggaran Kantor;

pengmina barang Kantor; dan

j. meclaksanakan tupas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tupas dan lungsinya.

T
r

Bapian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 4

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh secrang Kepala Sub Bagian Tata Usaha

yang dalam mclaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Kantor.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam

memberikan pelayanan tcknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi

dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawalan dan

koordinasi pelaksanaan lugas;

Penjabaran tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha sebagaimuna dimaksud pada

ayat {2}, adalah :

a. menyusun rencana dan program di bidang arsip, perpustakaan dan
dokumentasi;

by, menyusun rencana anggaran dan belanja kantor:

¢. menyusunan laporan pelaksanaan anggararn;
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d. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kantor;
e. melaksanalkan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan
kantor,

[. mengatur administrasi perjalanan dinas dan mamah tangga serta
perpustakaan;
melaksanaikan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan;

. mengelola urusan administrasi kepegawaian,; dan
melaksunakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

= i

Bapgian Ketiga

Seksi Arsip dan Dokumentasi
Pasal 5

=eksi Arsip dan Dokumentasi dipimpin cleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanekan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Kantor,

Seks1 Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penarikan dan

pengelolaan arsip maktif serta akuisisi dan  pengelolaan arsip statis

dilingkungan Pemeriniah Kola Padang ke Kantor Arsip, Perpustalcaan dan

Dokumentasi Kota Padang.

Perpabaran tugas Seksi Arsip dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2} adalah :

a, merumuskan rencana kegiatan Seksi Arsip dan Dokumentasi;

b. memberikan pelayanan arsip inaktf untuk kepentingan Lembaga Peranglkat
Dacrah Kota Padang;

¢. memberikan layanan jasa kearsipai;

d. melakukan penilaian dan skuisisi arsip instansi vertikal dan Badan Usaha
Milil: Negara sepanjang instansi induknya tidak menentukan lain;

e. melakukan penmilman dan akuisis: arsip lembagn pendidikan; organisasi
imassa, organisasl politik, organisasi profesi, lembaga swadaya masvarakat,
badan usaha swasta organisast [ain tingkat Kota Padang separnjang
organisasi induknya ndak menentukan lain;

f. melakukan penilaian dan akusisi arsip Lembaga Perangkat Daerah dan
Biadan Usaha Milik Daerah Kota Padang;
melakukan penilaian dan alkuisisi arsip perorangan di wilayah Kota Padang
selzin arsip perurangan yang masuk dalam kategori berskala nasional;

h., melakukan penilaian akuisisi arsip Kecamatan dan Kelurahan;

melakukan penarikan arsip inaktif Lembaga Perangkat Daerah dan

pengelolaan arsip in aktif yang dipindahkan dari Temhbaga Peranglal

Daerah ke Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi;

[

j. mendokumentasikan kepiaran di lingkungan Pemerintah Kota Padang

melalul rekaman foto, video, media baru dan lainnya;
k. menyiapkan bahan kerjasama teknis jaringan informasi kearsipan dengan
lembaga/badan di dalam dan di luar nepgeri;
. menpevaluasi dan merumuskan laporan kegiatan bidang kearsipan dan
dokumentasi sebagai pertanggung jawaban kepada alasarn,
m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
melaksanakan tupas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual
dengan tugas dan fungsinva.

=

Bagian Keempat
Seksi Perpustakaan
Pasal 6

Seksi Perpustakaan dipimpin oleh scorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan berlangpung jawab kepada
Kepala Kantor;

Seksl Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan
perpustalkaan;

Penjabaran tugas Seksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah :
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4, mmerumuskan rencana kegiatan Seksi Perpustakaan;

b. menyiapkan bahan penvusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk
teknis di bidang perpustalcaan;

c. memberikan pelayanan perpustakasn dan perpustakasn keliling;

d. mengiventarisasi permasalahan-permasalahan vang berhubungan dengan
bidang perpustalkaan dan menviapkan bahan petanjuk pemecahan
masalah,;

¢. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi
yang berhubungan dengan hidang perpustakaan;

f. melaksanakan penyimpanan, pengelolaan karva cetalk dan karya rekam,

pengidaan, pengelahan dan pengembangan bahan puastaks, penyusunan

bibliograsi dan penerbitan;

nierencanakan dan melengkapl sarana dan prasarana perpustakaan;

menyusun bshan pelayanan informasi, kerjasama layanan perpustakaan

dan layanan otomasi serta pelestarian bahan pustaka;

. memyapkan dan meluksanakan kenusumas denpgan lembaga perpusiakaan
di dalam dan di luar negeri;

J- menyusun bahan pelestarian bahan pustaka melalal pengaturan,
pomeliharaan, perawatan, pengawetan, perbaikan, slih media  serta
petgilidan bahan pustaka;

k. melaksanakan administrasi perpustakaan dan statistik peminjaman buku
maupun jumlah koleksi perpustakaan;

l. mengevaluasi dan merumuskan laporan kegiatan bidang perpustakaan
sebagal pertanggungjawaban kepada atasan;

m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibemkan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya,
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Bagian Kelima
Seksi Pembinaan
Pasal 7

Seksi © Pembinaan  dipimpin olehh  seorang  Kepala Seksi yang dalam
melaksanalkan tugasnya kerada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Kantaor.

Seksi Pembinaan mempunyai tugas mcelakukan pembinaan/himbingan

pengelolaan arsip dan perpustakaan diwilayah Pemerintah Kota Padang.

Penjabaran tugas Seksi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah ;

4. menyuson rencana penelilian, pengkajian, dan perkembangan sistem dan
sumber daya manusia kearsipan dan perpustakaan pemerintah koia
padang;

b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta bimtangan sumber daya
manusia dibidang kearsipan dan perpustakaan;

C, menyusun rencana pengembangan dan  peningkatan  profesionalisme
arsiparis dan pustakawan melalui pendidikan dan pelatihan formal serta
kedinasan;

d. menvusun rencana penelitian, pengkajian, pengemhbangan sarana dan
prasarana kearstpan dan perpustakaan,

¢. menvusun rencana pemasyarakatan dan  penyuluban kearsipan dan
perpustakaan,

f.  menvusun rencana  pengendalian dan pengawasan  terhadap
penyelenggaraan kearsipan dan perpustaksan dilingkungan Pemerintah
Kata Padang;

g. melakukan koordinasi di bidang kearsipan dan perpustakaan dengan
lembaga terkait;

h. menyusun jadwal retens: arsip Femerintah Kota Padang dan memberikan
rckomendasi persetujuan pemusnahan arsip Pemerninlah Daerah;

i, melakukan pembinaan/bimbingan pengelelaan arsip dinamis;

j.  mémbernlan saran dan pertimbanpan teknis kepada atasan,; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang
Nomor 53 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Arsip,
Perpustakaan, dan Dokumentasi (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 53), dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Aga]_- setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota 1m1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 98 Decmber 201

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 Tewiber Bo1L

NI, 19541215 198101 1 001

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR T\



